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Penelitian ini hadir untuk menjelaskan bagaimana Angkatan Laut Republik Indonesia menjalankan
kebijakan terkait pengadaan dan pemanfaatan kapal perang yang berlangsung selama masa Demokrasi
Parlementer. Fokus perhatian dari penelitian ini mengarah padaimplementas dari kebijakan yang diambil
guna memperkuat pertahanan dan keamanan laut Indonesia. Dengan menggunakan metode kesejarahan,
penelitian ini menemukan bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya proses pengadaan
kapal perang yang nantinya akan dimanfaatkan oleh Angkatan Laut Republik Indonesia. Alasan pertama
berkaitan dengan maraknya gerakan-gerakan separatis di beberapa daerah yang mengancam keutuhan
Republik Indonesia. Sedangkan alasan kedua berkaitan dengan tindakan Belanda yang mengabaikan
kesepakatan mengenai pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Kedua faktor ini pada akhirnya
membuat Presiden Sukarno menjalankan kebijakan penguatan sekaligus konfrontasi militer sebagai
kekuatan penggentar. Sekalipun telah memperhatikan berbagai sudut pandang, penelitian ini masih memiliki
ruang bagi pembahasan lanjutan yang mempertimbangkan pandangan-pandangan figur pemimpin lain dan
pertimbangan terhadap sumber yang lebih beragam.

This research present to explain how the Indonesia Navy launched a policy related to the procurement and
utilization of the warships during the Parliamentary Democracy period. The focus of attention from this
research is directed at the implementation of the policies taken to maintain Indonesias marine defense and
security. Using the historical method, this study found the factors that led to the procurement process of
warships to be used by the Indonesian Navy. The first reason relates to separatist movementsin several
regions which threaten the integrity of the Republic of Indonesia. While the second reason relates to the
Netherlands which discusses West Irian into the lap of Indonesia. These two factors ultimately led President
Sukarno to carry out a policy of strengthening while military confrontation as a deterrence power. Despite
considering various points of view, this research still has room for further discussion that discusses the
views of other leaders and considerations of a more diverse source.
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